
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 749/PL.02.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN MERANTI NOMOR 699/PL.02.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan beberapa perubahan

peraturan perundang-undangan terkait Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Serentak Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/

06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Perubahan

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
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tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor

59/Kpts/HK.03.1/1410/VII/2019 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kepulauan Meranti Tahun 2019, yang menjadi dasar

penghitungan syarat pencalonan dari partai politik atau

gabungan partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

Serentak Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Nomor 699/PL.02.2-Kpt/1410/KPU-Kab/VIII/2020

tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur   dan  Wakil

Gubernur,  Bupati   dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 159);
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/

2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti Nomor 59/Kpts/HK.03.1/1410/VII/

2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun

2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 748/PL.02.2-

BA/1410/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020

tentang Rapat Pleno Penetapan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 699/PL.02.2-

Kpt/1410/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan

Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN MERANTI NOMOR 699/PL.02.2-KPT/1410/KPU-

KAB/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN

PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN

PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan dari partai politik atau

gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

1. Syarat pencalonan dengan penghitungan jumlah kursi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x

20% (dua puluh persen) adalah 30 kursi x 20%= 6 kursi.

2. Syarat pencalonan dengan jumlah seluruh suara sah

hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen)

adalah 100.761 x 25% = 25.191 suara.

KEDUA : Syarat pencalonan melalui penghitungan jumlah kursi dan

jumlah suara sah hasil Pemilu terakhir sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan partai politik

yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti hasil Pemilihan Legislatif

Tahun 2019.

KETIGA : Jumlah perolehan kursi Pemilu Dewan Pewakilan Rakyat

Daerah dan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti terakhir (Pemilu Legislatif Tahun 2019) sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

ABU HAMID


